OPTIMALISASI PERAN KOMANDO
KEWILAYAHAN DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM DI DARAT
(Studi di Kodim 0502/

JU. Kodam Jaya)

Anak Agung Gde Suardhana” dan Armaidy Armawi™

Bencana alam di suatu daerah memiliki hubungan sebab
dan akibat dengan daerah lainnya, seperti di daerah Jawa
Barat, Banten dan DKI Jakarta, memiliki hubungan bencana
alam banjir dan tanah longsor. Penyebab utama karena

- sebagian besar air yang mengalir dari beberapa sungai di
ketinggian wilayah Puncak Bogor, ada yang bermuara ke
dataran rendah Jakarta menuju pantai utara. Air mengalir
melalui kali di kota dan anak sungai Ciliwung serta ada yang
dapat ditampung di beberapa Situ untuk diresapkan airnya,
tetapi karena daya serap dan daya tampung Situ dan sungai
sangat terbatas, maka akhirnya air luber serta menimbulkan
bencana banjir dan tanah longsor. Seperti kasus tanah longsor
di wilayah Situ Gintung yang terjadi pada tanggal 28 Maret
2009 dengan memakan korban jiwa dan harta benda. Setelah
kejadian bencana di daerah Situ Gintung, banyak tempat
penyerapan air berupa bendungan, situ, dan daerah serapan
air yang ada di wilayah Jakarta, terutama di Jakarta Utara
dilakukan pemeriksaan oleh aparat Pemda terkait.Dari hasil
pemeriksaan diperoleh data, bahwa ada beberapa situ atau
daerah resapan yang kurang berfungsi lagi dan bila dibiarkan
sampai menjelang musim hujan tiba, maka akan menim-
bulkan bencana banjir. Banjir seperti yang telah terjadi pada
tahun 2008 dan bencana akan lebih besar dapat menimpa
wilayah Jakarta dan sekitarna, sehingga akan mengganggu
situasi dan kondisi keamanan Ibu Kota Jakarta sebagai pusat
pemerintahan.

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.
**) Dosen Fakultas Filsafat LIGM.
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Bencana yang sering melanda
wilayah Jakarta adalah bencana
banjir dan hampir setiap tahun
akan ada, terutama pada bulan
Desember dan Januari Bencana
tesebut terjadi sebagai akibat dari
kurang tertatanya tata ruang,
sistem drainase yang masih kacau
dan lemahnya penanganan pe-
nanggulangan banjir oleh pe-
merintah dan masyarakat. Pena-
taan tata ruang mulai dari hu-
nian masyarakat di sepanjang
bantaran sungai Ciliwung, pem-
buangan sampah, pengendalian
air dari Bogor dan Puncak yang
kurang, selokan banyak tersum-
bat sampah/tanah, serta terba-
tasnya serapan air hujan yang
dapat masuk ke tanah akibat la-
han serapan terbatas pada lahan
di kota. Dampak dari bencana
alam dan ulah manusia tersebut
banyak menimbulkan kerugian
harta benda masyarakat, serta
sarana dan prasarana pemerin-
tah yang dapat mempengaruhi
situasi dan kondisi di ibukota.
Terganggunya aktifitas Pemda
DKI dan wilayah Jakarta seki-
tarnya, tentunya mempengaruhi
situasi dan kondisi nasional,
karena sebagian besar pusat per-
kantoran pemerintah dan nega-
ra asing di Jakarta.

Satuan TNI Garnisun Jakarta
dan masyarakat DKI Jakarta,
harus memiliki tanggungjawab
bersama untuk melakukan pe-
mulihan keadaan, perlu tanggap
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segera untuk menyikapi dengan
cepat dan secara simultan me-
nanggulangi dampak dari benca-
na tersebut. Tindakan segera
guna memberikan bantuan kepa-
da korban, melakukan tindakan
pengungsian dan pemberian
bantuan kemanusiaan, sehingga
situasi dan kondisi daerah yang
terkena bencana segera dapat
berfungsi normal, masyarakat
dapat beraktifitas kembali. Jakar-
ta Utara merupakan bagian dari
wilayah DKI Jakarta, dan Kodim
0502/JU sebagai satuan kewi-
layahan, bagian dari organisasi
BPBD kota, memiliki tugas dan
tanggungjawab bersama dalam
melaksanakan penanggulangan
bencana alam di wilayah Jakar-
ta Utara. Dalam menanggulangi
bencana. Tugas Kowil adalah
membantu Pemkot mengatasi
akibat bencana. Tugas Kowil
adalah membantu Pemkot meng-
atasi akibat bencana alam, mere-
habilitasi infra stuktur, serta
mengatasi masalah akibat pe-
mogokan dan konflik komunal.
Dengan tugas menjaga kesela-
matan bangsa dan memulihkan
kondisi keamanan daerah dan
wilayah nasional tersebut, maka
menempatkan satuan jajaran
TNI pada posisi yang sangat pen-
ting sebagai alat negara, untuk
segera dapat memberikan tugas
bantuan kepada pemerintah dan
masyarakat pada daerah benca-
na. Dalam kondisi tanggap daru-
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rat, Kowil bertanggungjawab
dengan cepat, karena memiliki
komando kendali sampai ke
tingkat desa, memiliki garis ko-
mando yang tegak lurus dan je-
jaring pengendalian dari satuan
tingkat atas sampai ke satuan
paling bawah, maka Satuan
Kowil dapat dengan cepat ber-
gerak untuk memberikan bantu-
an pada kesempatan pertama.
Satuan Kowil dapat dengan ce-
pat bergerak untuk memberikan
bantuan pada kesempatan per-
tama.

Satuan Kowil yang tersebar di
seluruh wilayah Jakut, telah me-
miliki bekal pengetahuan dan
ketrampilan, meliputi pembi-
naan demografi, geografi dan
kondisi sosial masyarakat. Oleh
karena itu, dapat pula memberi-
kan bantuan pada tahap tang-
gap darurat, tetapi dapat pula
memberikan bantuan pada tahap
pra bencana dan pasca bencana
alam.

Postur dan Peran Kodim 0502/
Ju

Postur Kodim

Kodim 0502/JU sebagai Sub
Garnisun 02 Jakarta Utara meru-
pakan satuan komando wila-
yahan (Satkowil) yang berada
dibawah jajaran Korem 052/
Wijaya Krama, Kodam Jaya dan
berada di wilayah teritorial Pem-
kot Jakarta Utara. Struktur orga-
nisasi Kodim terdiri dari Ma-

kodim, serta membawahi 6 Ko-
ramil yaitu; Koramil 01/Koja,
Koramil 02/Penjaringan, Ko-
ramil 03/ Tanjung Priuk, Koramil
04/Kepulauan Seribu, Koramil
05/Cilincing dan Koramil 06/
Kelapa Gading. Jumlah personil
nyata 227 orang terdiri dari; 16
Perwira, 145 Bintara, 42 Tamta-
ma dan 52 PNS. Koramil yang
membina wilayah 2 kecamatan
yaitu; Koramil 02/Penjaringan
(Kec. Penjaringan dan Kec. Pa-
demangan), Koramil 04/Kep.
Seribu (Kec. Kep. Seribu Utara
dan Selatan).

Peran Kowil dihadapkan pada
pertimbangan tugas

Dampak yang ditimbulkan
apabila terjadi bencana alam
adalah akan terganggunya sen-
di-sendi kehidupan masyarakat
pada aktifitas perekonomian,
kesehatan, psikologi dan keter-
tiban masyarakat, maka akhir-
nyadapat pula mengganggu sta-
bilitas pemerintah kota Jakarta
Utara. Bila bencana tersebut
menimbulkan korban jiwa manu-
sia, harta benda yang cukup be-
sar, dan sarana prasarana di be-
berapa desa, maka akan menja-
di tidak berfungsinya pemerin-
tah kota. Guna menanggulangi-
nya maka diperlukan peran ke-
siapan dari organisasi BNPB/
BPBD dan satuan-satuan TNI di
Garnizun Jakarta yang telah di-
organisir pada Satgas PRC PB
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sesuai dengan tingkatan benca-
na, dengan cepat untuk melaku-
- kan tugas-tugas sesuai dengan
tataran kewenangannya dalam
Protap. Satgas Garnisun diorga-
nisir perannya mulai tingkat
Kodam Jaya sampai dengan
tingkat Komando Rayon Militer
(Koramil).

Satgas PRC PB juga merupa-
kan bagian dari kekuatan PRC
PB TNI berada dibawah kendali
langsung Panglima TNI, dan se-
tiap saat dapat digerakan diper-
bantukan ke Kowil. Kodam Jaya
selaku Komando Utama Opera-
si (Kotamaops) juga berperan
sesuai dengan tataran kewenang-
annya menyiapkan satu Satgas
PRC PB yang langsung dapat
dikendalikan dibawah komando
operasi Pangdam/Danrem/
Dandim. Dapat dioperasional-
kan pada bencana tingkat dae-
rah dan atau dapat dioperasikan
oleh Panglima TNI di daerah
bencana lain, untuk memperkuat
PRCPBTNI, bila ada permintaan
bantuan dari Pemda, bila kondi-
si bencana dikatagorikan nasio-
nal.

Untuk kekuatan satuan Ko-
passus sebagai satuan khusus
TNI AD di Jakarta, mempunyai
tugas untuk menyiapkan perso-
nel yang mempunyai kemam-
puan sesuai dengan macam ben-
cana yang terjadi, dalam bentuk
Satuan Unit Khusus. Berperan
dapat memberikan bantuan
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perkuatan pada satuan PRC PB
Kodim di daerah bencana alam,
dengan peran yang khusus di-
mana tugas tersebut mempunyai
tingkat kesulitan yang tinggi dan
tidak dapat dikerjakan oleh per-
sonil yang ada di Kowil. Sedang-
kan satuan Kostrad sebagai satu-
an cadangan yang strategis di
TNI AD di Jakarta, menyapkan
satu Batalyon PRC PB sepanjang
tahun bersiaga, dengan menga-
tur pembagian tugas secara ber-
giliran antara Divisi Infantri-1
dan Divisi Infantri-2/Kostrad.
Satuan siaga berperan memberi-
kan bantuan khusus pada satu-
an-satuan di Satgas Kowil dari
usulan Kasad, dan atas nama
Panglima TNI. Kekuatan satuan
Kostrad dan Kopassus disiapkan
dengan status atas perintah, atas
permintaan Kodam yang meng-
alami bencana. Sedangkan Ese-
lon Badan Pelaksana Pusat (Ba-
lakpus) yang ada di Kodam Jaya
mempunyai peran penyiapan
pembinaan kemampuan satuan,
serta alat utama masing-masing
sesuai fungsi kecabangannya.

Peran Kowil dihadapkan pada
pertimbangan kondisi alam
Kondisi wilayah geografi In-
donesia sangat luas dan rawan
terhadap bencana alam, di sam-
ping itu tempat kejadian, waktu
terjadinya, jenis dan tingkat ba-
hayanya bencana sangat sulit
untuk diprediksi. Situasi tersebut
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sangat sulit untuk diketahui dan
diperkirakan kemungkinannya,
karena masyarakat belum me-
mahami gelagat terjadinya ben-
cana, dan kondisi daerah-daerah
rawan bencana sebagian besar
belum dilengkapi alat peralatan
pendeteksi dini tentang gejala-
gejala bencana.

Wilayah Jakarta kondisinya
sebagian besar berada di bekas
rawa-rawa dengan hunian yang
sangat padat serta gedung-ge-
dung bertingkat, dilalui oleh 13
aliran anak sungai Ciiwung ber-
muara ke laut Jawa, serta banjir
kiriman dari wilayah Bogor,
menjadi penyebab bencana.
Masyarakat Jakarta kurang disi-
plin dalam menjaga lingkungan
dengan membuang sampah sem-
barangan, membuat hunian di
sepanjang kali dan menghambat
jalannya air di selokan-selokan.
Dari pertimbangan terhadap
alam yang ada, maka diperlukan
peran dalam pengorganisasian
tugas dan pemberian bantuan
kemanusiaan dan SAR. Peran
yang disiapkan adalah untuk
mendukung kemampuan dan
kekuatan dalam tugas penyela-
matan di sungai, situ, pantai dan
gedung-gedung. Maka pendidik-
an dan pelatihannyapun dise-
suaikan dengan perannya nant
secara individu maupun dalam
bentuk tim/kelompok. Contoh-
nya keterampilan renang, penye-
berangan sungai, panjat gedung,

penyelamatan di air, penyela-
matan dari runtuhan bangun-
an/gedung, demikian juga per-
alatan yang harus disiapkan un-
tuk perorangan/satuan. Bila
bencana seperti yang terjadi di
Padang yaitu korban tertimbun
banguanan, maka kemampuan
dan keterampilan yang disiap-
kan adalah kemampuan evakua-
si darat, anjing pelacak, kemam-
puan dari satuan zeni untuk
membongkar timbunan bebatu-
an dan tanah.

Sedangkan bila korban luka
dan pengungsi yang banyak,
maka diperlukan kesiapan dari
unsur Bekang berperan melayani
dapur dan angkutan, serta dari
kesehatan lapangan dan penyiap-
an rumah sakit lapangan. Jadi
satuan Kowil dalam tindakan
tanggap darurat mampu berpe-
ran memberikan tindakan pe-
nanggulangan pertama, harus
dapat memerankan tugas fungsi
departemen lain yang bersifat
sementara, karena personilnya
belum mampu masuk ke daerah
terpencil dan medan yang sangat
sulit. Kemampuan yang diperan-
kan harus dilatihkan pada awal
Progja satuan, dan perannya
disesuaikan dengan kepentingan
tugas, dan bila dalam bentuk
tim/satuan maka diprogramkan
dengan Pemerintah kota Jakut.

Pembinaan dilaksanakan se-
cara dini dan jauh hari secara
terpadu adalah dalam rangka
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mengurangi dampak dari benca-
na alam, yaitu dengan melaku-
kan Pembinaan Teritorial (Bin-
ter), dengan metoda Bhakti TNI
secara terus menerus sesuai pro-
gram Kowil dan rencana pem-
bangunan dari Pemda. Kemudi-
an melakukan Komunikasi Sosial
(Komsos), membantu pemerin-
tah dalam mensosialisasikan ten-
tang bencana kepada masya-
rakat dengan harapan masya-
rakat lebih memahami dan me-
lakukan pencegahan awal ter-
jadinya resiko bencana, dengan
program terpadu pada mitigasi
fisik dan non fisik. Sedangkan
untuk memberikan ketahanan
sikap mental, jiwa juang dan sa-
ling membantu, maka diperlu-
kan pembinaan perlawanan
wilayah/pertahanan wilayah,
dengan materi agar masyarakat
dapat berperan sebagai Satuan
Perlindungan Masyarakat (Sat-
linmas) dan melakukan tugas
keamanan daerah bencana alam.

Ketiga peran pembinaan ter-
sebut dilaksanakan secara bersa-
maan memadukan program ker-
ja dari Kodam Jaya/Kodim
0502/JU dengan Pemprov DKI
Jaya/Kota Jakarta Utara. Untuk
dapat mengorganisir satuan se-
suai dengan kemampuan, alat
yang digunakan, serta jumlah
personil yang dilibatkan, maka
diperlukan pemahaman tentang
macam, lokasi dan dampak yang
akan ditimbulkan di daerah ben-
cana alam.
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Macam, Dampak, dan Krite-
ria Bencana
Macam bencana alam

Diperoleh informasi bahwa
bencana yang sering terjadi di
wilayah Jakarta Utara adalah
banjir, kebakaran perumahan,
air laut pasang (rob). Penyebab
banjir masih dominan karena
ulah masyarakat yang kurang
disiplin membuang sampah, me-
langgar kelestarian alam dan
lingkungan hidup, diantaranya
akibat gundulnya hutan dan pe-
gunungan di hulu sungai wila-
yah Bogor, kemudian mengirim
banjir ke Jakarta. Serapan air di
daerah ketinggian tidak berfung-
si akibat banyaknya pertanian
yang tidak menggunakan pola
terasering, kurang memperhati-
kan serapan air, seperti di pena-
taan bangunan yang terjadi Pun-
cak Bogor. i

Dampak dari bencana alam
pada masyarakat antara lain
berupa korban jiwa, hilang, luka,
wabah penyakit dan terisolasi
dari lingkungan dan membaha-
yakan kehidupan masyarakat
pada waktu yang berkelanjutan
dapat menimbulkan dampak
psikologis (trauma). Bila terjadi
diperkotaan dapat berupa keru-
sakan sarana dan prasarana pe-
layanan masyarakat atau hilang-
nya arsip/dokumen, tidak ber-
jalannya pelayanan masyarakat,
serta tidak berfungsinya peme-
rintahan, pada perekonomian
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berupa hilangnya mata pencari-
an masyarakat, terputusnya sa-
rana transportasi ekonomi dan
sentra-sentra perdagangan, ser-
ta hilangnya harta benda, keru-
sakan rumah, perkantoran, tem-
pat ibadah, sarana transportasi
darat, fasilitas pemerintah, dan
fasilitas umum.

Kriteria bencana alam dikata-
kan pada skala provinsi, bila ben-
cana tersebut tidak menyebab-
kan lumpuhnya mekanisme
sistem pemerintahan di kawasan
daerah Pemprov DKl Jakarta. In-
frastruktur yang ada hanya se-
bagian kecil yang tidak berperan
dan berfungsi, masyarakat masih
dapat beraktivitas dengan terba-
tas. Korban manusia dan keru-
sakan daerah yang timbul tidak
dapat diatasi oleh unsur-unsur
Satgas pada BPBD tingkat kota
Jakarta Utara. Unsur-unsur Sat-
gas BPBD di tingkat provinsi DKI
Jakarta masih mampu berperan
mengatasi korban manusia dan
kerusakan daerah yang timbul.
Hasil data korban dan kerusakan
daerah masih mampu ditangani
oleh provinsi, tanpa peran yang
besar dari BNPB, maka pene-
tapan tentang status darurat ben-
cana alam untuk skala bencana
tingkat provinsi dapat ditetap-
kan oleh Gubenur DKI Jaya.

Kriteria bencana alam dikata-
kan pada skala kota, bila benca-
na yang terjadi tidak menyebab-
kan lumpuhnya mekanisme

sistem pemerintahan di kawasan
kota jakarta Utara. Infrastruktur
yang ada semua masih dapat
berperan dan berfungsi serta bisa
dijalankan. Unsur Satgas pada
BPBD tingkat kota Jakut masih
mampu mengatasi terjadinya
korban manusia maupun keru-
sakan daerahnya, maka pene-
tapan tentang status darurat ben-
cana alam dapat ditetapkan oleh
Walikota Jakut.

Tataran Kewenangan dan
Mekanisme Pelibatan

Dandim 0502/Jakarta Utara,
sebagai Komandan Sub Gar-
nisun 02 Jakarta Utara dan se-
bagai Komandan Satuan Tugas
(Dansatgas) PRC PB mempunyai
kewenangan untuk mengopera-
sionalkan satuan TNI di gar-
nisunnya dan satuan Bawah Pe-
rintah (BP) atau Bawah Kendali
Operasi (BKO), untuk melaksa-
nakan penanggulangan, evakua-
si dan memberikan bantuan ke-
manusiaan terutama pada tin-
dakan tanggap darurat bencana
alam. Memberikan bantuan ke-
pada Pemda kota Jakut dalam
proses mitigasi wilayah rawan
bencana di daerahnya untuk
dapat diprogramkan melalui
Bhakti TNL

Walikota Jakarta Utara, se-
bagai kepala pemerintahan ber-
tanggungjawab dalam penye-
lenggaraan penanggulangan
bencana, melalui kewenangan
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penetapan kebijakan penanggu-
langan bencana selaras dengan
kebijakan pembangunan daerah
kota. Menetapkan status dan
tingkatan bencana, serta mem-
buat rencana pembangunan
yang memasukkan unsur-unsur
kebijakan penanggulangan ben-
cana.

Bila bencana yang terjadi
dikatagorikan tingkat daerah,
dimana bencana alam tersebut
mampu dilaksanakan oleh Pem-
prov. DKI/Kota Jakut, maka Gu-
bernur/Walikota secara lisan
menyampaikan permohonan
permintaan bantuan kekuatan
TNIkepada Dandim 0502, sesuai
dengan strata jabatan dan tatar-
an kewenangannya di daerah
yang terkena bencana, setelah itu
diikuti permohonan permintaan
secara tertulis.

Hambatan Kuantitas dan
Kualitas Personil

Dalam melaksanakan tugas
pokoknya, Kowil sebagai satuan
kewilayahan mendapatkan pri-
oritas urutan ke-3 dalam hal pe-
menuhan pesonil, setelah perta-
ma memenuhi kebutuhan Sat-
pur yang banyak bertugas lang-
sung di lapangan, Satbanpur,
dan prioritas ke-2 untuk Satban-
min. Dengan keterbatasan pe-
menuhan personil dari komando
atas, maka personil yang ada di
Kowil semakin berkurang dari
waktu ke waktu akibat dari pro-
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‘Jakut yang terc

ses alami yaitu; pensiun, mutasi
perubahan pangkat dan jabatan,
serta akibat status kesehatannya
menurun (Stakes III), dan
akhirnya organisasi Kowil yang
ada terkesan kurang potensial
dalam melaksanakan tugas.

Hasil penelitian yang dilak-
sanakan di Kodim 0502/JU, se-
bagai satuan kewﬂayahan memi-
liki pesoalan yang sama dengan
Kowil yang lain di Indonesia, se-
bagian besar jumlah personilnya
terpenuhi berkisar 80% Bxla di-

desa, maka sul’i‘t‘ﬁ
ngan merata. Ko
personil Kodim 05
ada saat ini, b
dengan luas wila

Kota (31 Kelur:
Kepulauan Seri
dan dengan tugas
kan kepada K
yang punya ken
plek, maka kur
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nisasi profesi dan masyarakat se-
kitarnya, atau sukarelawan (vo-
lunteers) dari daerah lain. Bila
daerah bencana sangat jauh dan
terpencil, dan masyarakatnya
cukup banyak yang terkena ben-
cana, maka ada kesulitan dalam
menggorganisir kekuatan, untuk
itu diperlukan Satgas yang man-
diri untuk dapat menang-
gulanginya.

Kondisi komponen cadangan
dan komponen pendukung saat
ini belum terwujud karena kepu-
tusan politik yang belum tuntas.
Peran komponen tersebut adalah
untuk mendukung dan meleng-
kapi dari keterbatasan yang ada
pada Kowil, meliputi pengerah-
an WNI, SDA, sumber daya
buatan, sarana dan prasarana
- nasional guna memperbesar dan
memperkuat komponen utama.
Sebagai komponen cadangan,
dimana komponen ini mampu
dikerahkan melalui mobilisasi
guna memperbesar kemampuan
dan kekuatan komponen utama.
Kondisi obyektif kualitas personil
dapat dilihat dari hasil evaluasi
setiap kegiatan program tahunan
meliputi Uji Terampil Perorang-
an/Jabatan dan Uji Tingkat Sa-
tuan sesuai dengan tingkatannya.
Demikian juga dari hasil evalua-
si Geladi Posko I dan Geladi La-
pangan untuk tugas dan fungsi
organik pada penanggulangan
bencana alam yang diprogram-
kan oleh pemerintah. Kualitas

sumber daya manusia merupa-
kan faktor sentral dalam orga-
nisasi, karena bila dalam orga-
nisasi manusia dipersenjatai atau
Alutsista bila diawaki manusia,
dan bila tanpa diikuti dengan
kemampuan, maka hasilnya
tidak akan efektif.

Organisasi Kapasitas Kodim
0502/JU

Optimalisasi Organisasi
Kowil dalam BNPB/BPBD

Dalam rangka mengoptima-
lisasikan kapasitas Kowil pada
penanggulangan bencana, maka
yang perlu ditingkatkan kapasi-
tasnya pertama adalah unsur
organisasi Satgas TNI yang men-
jadi bagian dari BPBN, mulai
dari tingkat pusat di PRC PB di
tingkat Kodim, Koramil dan
Desa. Kapasitasnya ditingkatkan
melalui reorganisasi di masing-
masing Satgas dengan menjabar-
kan tugas dari unsur Satgas le-
bih aplikatif mulai dari per-
siapan, pelaksanaan sampai
pengakhiran tugas.

Kedua adalah posturnya,
karena berhubungan dengan
kekuatan, kemampuan dan ge-
larnya di wilayah, terutama
pada kondisi tanggap darurat.
Keadaan tanggap darurat, di
mana kondisi yang sangat sulit
pengendaliannya, masyarakat
dalam kondisi sangat lemah,
panik, tidak dapat mengambil

keputusan, setiap orang melaku- ~
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kan penyelamatan, korban jiwa
dan harta benda terjadi Dalam
keadaan darurat tersebut maka
Kepala BNPB dan Kepala BPBD
berwenang untuk mengerahkan
sumber daya manusia, peralatan
dan logistik dari instansi/lemba-
ga dan masyarakat untuk mela-
kukan tanggap darurat. Sumber
daya manusia yang digerakkan
harus dalam kondisi terorganisir
mulai dari tingkat desa, sehing-
ga dapat dimanfaatkan secara
berhasil guna dan berdaya guna
di lapangan.

Desa merupakan organisasi
pemerintahan yang otonom
tingkat paling bawah dan mam-
pu untuk melaksanakan pela-
yanan masyarakat di babarapa
 Rukun Tetangga (RT), dan telah
memiliki perangkat organisasi
desa. Untuk itu maka pengor-
ganisasiannya dapat dimulai
dari tingkat desa dalam bentuk
Satlinmas Penanggulangan Ben-
cana (SPB), dan meningkat di
tingkat kecamatan. Dengan ter-
wujudnya Satlinmas PB di desa
dan kecamatan maka akan da-
pat membantu dan memberda-
yakan organisasi BPBD Pem-
prov/Pemkot, atau dapat mem-
bantu desa lain yang mengalami
bencana. Susunan personil Sat-
linmas di kelurahan, dengan ke-
tuanya Lurah/Kepala Desa, se-
dangkan Wakil Ketua I dijabat
oleh Babinsa dan Wakil Ketua II
dijabat oleh Babin Kamtibmas.

Untuk unsur pelaksana di ba-
wahnya terdiri dari sepuluh un-
sur pelaksana, mulai dari Sekre-
taris, Tim Deteksi, Poslong,
Evakuasi, Dapur, Caraka, SAR,
Pionir, Pemadam Kebakaran
dan unsur Pengamanan. Pem-
bentukan Satlinmas Desa dipri-
oritaskan pada 26 desa yang
memliki potensi rawan bencana
banjir di Jakarta Utara, sesua
data desa rawan yang ada di
Kodim 0502/. Sedangkan pada
tingkat kecamatan organisasinya
sama dengan tingkat desa/kelu-
rahan, tetapi kuantitasnya dise-
suaikan dengan kebutuhan, de-
ngan ketuanya adalah Camat
dan dibantu oleh Danramil/
Pabung serta Kapolsek. Tingkat
provinsi organisasinya dipimpin
oleh seorang ketua pada pejabat
di pemerintahan setingkat di
bawah Gubernur DKI atau se-
tingkat Eselon Ib. Pimpinan di
kota dipimpin oleh seorang ke-
tua pada pejabat di pemerintah-
an setingkat di bawah Walikota
Jakut atau setingkat Eselon Ila.
Dengan tugas menetapkan pe-
doman dan pengarahan sesuai
dengan kebijakan pemerintah
daerah dan BNPB pusat, ter-
hadap usaha penanggulangan
bencana. Susunan personil di
BPBD Pemkot, Dandim sebagai
Wakil Ketua I dan Kapolres se-
bagai Wakil Ketua II.
Organisasi BNPB memiliki
peran dalam penanggulangan
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bencana, bila bencana berubah
status ke tingkat nasional dan
menjadi bencana nasional. Or-
ganisasi untuk melakukan pe-
nanggulangan bencanan tingkat
nasional telah diatur pada Per-
pres RI No.8/2008 tentang
BNPB.

Optimalisasi Kapasitas Postur
Kodim 0502/JU

Dari data responden yang
diperoleh di Kodim 0502/]JU,
bahwa sebagian besar prajurit
belum pernah mengikuti pendi-
dikan tentang penanggulangan
bencana alam. Bila ada yang me-
nyebutkan dapat memperoleh
pengetahuan, itu sebagian besar
ada pada golongan Perwira, se-
dangkan materinya hanya 5 JP,
bersifat pengenalan. Kemam-
puan yang lain diperoleh dari
penugasan di satuan, maka di-
perlukan peningkatan lanjutan
kemampuan di satuan. Optima-
lisasi kemampuan meliputi pem-
binaan pengetahuan dan keter-
ampilan yang ada pada setiap
prajurit maupun satuan. Pembi-
naan satuan dilaksanakan dalam
rangka untuk mempertahankan
keutuhan kinerja yang ada, dan
harapannya lebih meningkat
dari waktu kewaktu, sehingga
dapat melaksanakan tugas po-
kok yang dibebankan.

Optimalisasi peningkatan
pengetahuan dan keteramapilan
secara terprogram dalam bentuk

pendidikan dan latihan pada
lembaga formal maupun non for-
mal di instansi satuan masing-
masing.

Optimalisasi peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan
scara terprogram dalam bentuk
pendidikan dan latihan pada
lembaga formal maupun non for-
mal di instansi satuan masing-
maing. Optimalisasi peran yang
diperlukan saat ini sesuai dengan
perkembangan pengetahuan
dan teknologi adalah pemaham-
an tentang penggunaan alat-alat
penyelamatan jiwa korban.

Kekuatan personil Satgas
Kowil Kodim 0502/JU saat ini
terdiri dari unsur Kodim 0502/
JU, unsur 1 Kompi Polres Metro
JU, 1 Kompi Armabar, 2 Kompi
Yon Arhanud-6, 1 Kompi Lan-
tamal, 1 Kompi Polres KP3, 2
Kompi Satpol PP JU. Kekuatan
tersebut belum cukup untuk
melakukan penanggulangan di
seluruh wilayah bencana di Ja-
kut, maka diperlukan pening-
katan kekuatan dari unsur satu-
an Kostrad, Kopasus di wilayah
Jakarta, dan perkuatan dari un-
sur Korem 052/Kodam Jaya,
dalam bentuk satuan cadangan
di masing-masing satuan seba-
nyak 1 Kompi PRC PB yang siap
diperbantukan dalam keadaan
darurat ke Satgas Kodim 0502/
Ju.

Dalam kondisi damai an-

caman militer menjadi kecil ke-
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mungkinannya, maka kekuatan
yang ada digunakan untuk
mengatasi ancaman nir militer
yaitu dalam membantu pemerin-
tah di daerah, diantaranya da-
lam penanggulangan konflik,
berbagai bencana alam. Untuk
itu maka optimalisasi peran dan
peningkatan kuantitas dan gelar
tetap satuan personil satuan TNI
AD berbentuk Batalyon Tim Te-
ritorial dibawah Korem. Dalam
konsep Sishanta untuk meng-
hadapi ancaman militer dan nir
militer, maka peran komponen
cadangan dan pendukung perlu
diberdayakan secara dini oleh
pemerintah yang di dalamnya
Kodim.

Dalam proses mitigasi benca-
na alam, maka sangat diperlukan
partisipasi aktif dari masyarakat,
karena kalau bertumpu pada
pemerintah maka sulit terjang-
kau keberhasilannya karena lu-
asnya daerah bencana. Untuk
menbentuk partisipasi masyara-
kat dan mitigasi bencana, maka
Dansatkowil membentuk Satgas
khusus terpadu, guna mendo-
rong masyarakat dan pemerin-
tah daerah untuk melakukan pe-
nyiapan inti satuan tugas pe-
nanggulangan bencana di seko-
lah-sekolah, instansi pemerintah
dank omponen masyarakt mela-
lui metode kosmos dan Tahwil
pada program pemberdayaan
melalui Binter Kowil. Sedangkan
kekuatan cadangan dapat ditem-
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patkan pada suatu daerah ter-
tentu atau tetap berada secara
terpusat di masing Kowil se-
tingkat Kodam. Efektivitas ke-
kuatan utama dan kekuatan
cadangan Satgas PRC PB dapat
dioperasikan menuju sasaran
bencana alam, sangat dominan
ditentukan oleh sarana angkutan
yang memadai dari segi jumlah
maupun kualitas dan kelayakan-
nya. Sarana angkutan yang efek-
tif dalam penanggulangan ben-
cana banjir di daerah Jakarta
adalah berupa perahu-perahu
karet kecil, kendaraan truk.
Dalam pelaksanaan membantu
pemerintah dalam penanggulan-
gan bencana alam, Satgas PRC
PB TNI AD yang berada di se-
mua tingkatan, harus mampu
dengan cepat untuk digerakkan
disemua sasaran diseluruh wi-
layah Jakarta Utara. Kecepatan
untuk sampai di sasaran dapat
berlangsung karena satuan terse-
but memiliki sarana angkutan
yang cukup, daerah menuju
sasaran memadai dan daerah
bencana memungkinkan untuk
segera dapat didatangi. Tetapi
saat ini terjadi pula keterbatasan

kuantitas personil yang tergelar, .

sedangkan daerah dan titik-titik
bencana cukup banyak dan luas,
tuntutan tugas tetap berjalan,
maka diperlukan pengaturan
gelar Satgas yang digelar di
wilayah yang dominan memer-
lukan, dan satuan cadangan
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yang disiagakan. Dari rumitnya
kendala dan permasalahan yang
muncul dalam penyiapan satu-
an PRC PB Kodam Jaya, maka
untuk efektivitas dan efisiensi
dalam penyiapan satuan untuk
operasi justru akan lebih efektip
bila setiap Korem dapat me-
nyiapkan satuan PRC PB dan
satuan PRC PB Kodam Jaya se-
bagai cadangan umum sambil
menunggu bantuan pasukan
cadangan. Daerah yang me-
mungkinkan menerima ancam-
an muiter dan nir militer dengan
tinjauan pada penyiapan Sishan-
ta, sedangkan bila daerah terse-
but memiliki tingkat ancaman
yang faktual pada nir militer
yaitu berupa ancaman bencana
alam, maka gelarnya disiapkan
apakah dalam bentuk disposisi
tetap maupun dalam bentuk pe-
nugasan di daerah Bawah Ken-
dali Operasi (BKO) di Koramil,
sambil menunggu bantuan pasu-
kan cadangan.

Kostrad dan Kopassus se-
bagai kompartemen strategis/
khusus yang kendali komando-
nya secara terpusat, dengan ge-
larnya di beberapa wilayah mem-
punyai peran yang sangat do-
minan dalam rangka memberi-
kan bantuan cepat pada Kowil
yang mengalami bencana.

Posko merupakan suatu tem-
pat/lokasi yang aman sebagai
wahana didalam mengkordinasi-
kan dan mengendalikan suatu

kegiatan untuk memudahkan
jalannya pelaksanaan tugas, baik
bersifat statis di Posko Utama dan
yang bersifat mobil di Posko Tak-
tis. Untuk memudahkan komu-
nikasi staf, maka Posko Utama
yang berada di Makodim 0502/
JU diisi data-data antara lain;
peta daerah bencana alam, tem-
pat pengungsian, tempat evakua-
si, tempat daerah aman, rute
penyelamatan/evakuasi, rute-
rute kegiatan yang akan dilaksa-
nakan, jumlah, penempatan dan
jenis pasukan yang terlibat, ins-
tansi terkait yang terlibat dan
sarana prasarana yang digu-
nakan dalam kegiatan pos ko-
mando, terutama alat komunika-
si. Poskotis pada umumnya ber-
gerak dilapangan berdekatan
dengan tempat bencana yang ter-
jadi, pesonil dilengkapi dengan
kelengkapan khusus dan seper-
lunya untuk memudahkan da-
lam pengendalian langsung dan
manover satuan di lapangan.
Poslong PB merupakan tempat
aman yang sangat penting dan
digunakan sebagai tempat per-
tolongan darurat, dengan per-
lengkapan medis serta personel-
nya yang memadai, dengan per-
alatan dan personel khusus yang
melaksanakan tugas pencarian
dan pertolongan kecelakaan.
Poslong PB ini sebaiknya sedekat
mungkin dengan sasaran na-
mun terjamin keamanannya se-
hingga dapat dengan cepat da-



56

pat menolong korban, seperti ter-
sedianya heliped, tempatnya
mudah ditemukan, mudah dila-
lui kendaraan ringan dan ada
daerah lapangan tempat/tenda
evakuasi. Sedangkan TD didiri-
kan di daerah yang aman, mu-
dah didatangi oleh masyarakat
atau petugas, sedekat mungkin
dengan jalur transportasi darat,
laut dan udara, sehingga dengan
mudah penyalurannya untuk
korban dan untuk kepentingan
satuan yang tergelar di lapanan.
Untuk memberikan kecepatan
pelayanan maka TD dapat didi-
rikan di beberapa tempat yang
aman secara tersebar.

Optimalisasi Kapasitas
Administrasi dan Logistik

Untuk kebutuhan logistik da-
lam pengerahan satuan tugas
TNI dan personel pendukung
atau perkuatan lainnya dari
satuan, menggunakan anggaran
bersama antara pemerintah
daerah serta mendorong du-
kungan dari partisipasi masya-
rakat dalam penyediaan dana
yang bersumber dari masyarakat
dan bila saat tanggap darurat
maka BPBD dapat menggu-
nakan dana siap pakai.

Dalam pengerahan pasukan
untuk melaksanakan tugas harus
dilengkapi secara administrasi
dengan surat perintah dari ko-
mando atas sesuai dengan jalur
komando satuannya. Setelah
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penugasan selesai harus melak-
sanakan pelaporan paling lam-
bat tujuh hari setelah kegiatan
penanggulangan bencana dilak-
sanakan kepada satuan koman-
do atas masing-masing. Pelibat-
an Satgas PRC PB diprioritaskan
pada tahap tanggap darurat, se-
dangkan pada pelaksanaan ta-
hap rehabilitasi dan rekonstruk-
si, apabila pemerintah masih
memerlukan bantuan TNI, selan-
jutnya secara prosedural meng-
ajukan permintaan kepada
Panglima TNI/Pangdam Jaya
untuk dilaksanakan Operasi
Bhakti TNI. Anggota TNI yang
melakukan pelanggaran pidana
selama melakukan tugas, maka
tetap dikenakan sanksi hukum
yang berlaku di militer dan telah
diatur dalam peraturan hukum
pidana dan disiplin militer, dan
diadili dalam peradilan militer.
Setiap pelaksanaan tugas pe-
nanggulangan bencana dapat
dikatakan berhasil bila sesuai
dengan prosedur teknik, keten-
tuan hukum dan tidak melang-
gar HAM yang dipersyaratkan
secara umum. Dalam hal ini Ko-
wil maupun pemerintah daerah
telah memiliki beberapa acuan
serta aturan dari tingkat pusat
berupa undang-undang, mau-
pun peraturan pelaksaan dalam
bentuk Protap dalam penag-
gulangan bencana di masing-
masing tingkatan. Dalam pe-
nanggulangan bencana banjir di
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daerah Jakarta Utara misalnya,
pada BPBD kota telah memiliki
Protap tahun 2009 yaitu Stand-
ing Operating Prosedure (SOP)
Penangulangan Bencana Banjir.

Secara umum TNI/TNI AD
harus melakukan penjabaran
UU No. 34/2004 tentang TNI
pada OMSP pada tugas mem-
bantu pemerintah dalam pe-
nanggulangan bencana alam.
Dalam penjabarannya disesuai-
kan dengan stratifikasi doktrin
Tridek TNI dan Doktrin KEP da-
lam bentuk buku petunjuk pe-
laksanaan, petunjuk teknik dan
lapangan. Dengan dijabarkan-
nya tugas bantuan penanggu-
langan bencana dalam stratifika-
si doktrin TNI, maka akan dapat
dipergunakan sebagai acuan
oleh instansi dibawahnya dalam
pembinaan kemampuan, ke-
kuatan dan gelar satuan TNI/
TNI AD yang ada di dalam lem-
baga pendidikan maupun satu-
an.

Dukungan logistik untuk
membantu pengerahan dan pe-
libatan Kowil dan Satgas PRC PB
TNI AD dalam penanggulangan
bencana alam skala nasional
atau daerah, didukung oleh ins-
tansi yang meminta atau dari
dukungan dana APBN/APBD
dan telah mendapatkan persetu-
juan DPR/DPRD, serta disalur-
kan melalui Mabes TNI/Kodam/
Korem/Kodim. Untuk dukung-
an logistik dan alat peralatan

- kebutuhan satuan PRC PB dipro-

gramkan oleh Balakpus sesuai
dengan fungsinya untuk kebu-
tuhan pembinaan maupun pe-
laksanaan tugas dan bantuan lo-
gistik juga diperoleh dari Pemkot
Jakut dan partisipasi masya-
rakat.

Optimalisasi Kapasitas
Perencanaan dan Koordinasi
Kodal

Untuk kelancaran dan keber-
hasilan pelaksanaan penanggu-
langan bencana alam, pada satu-
an jajaran Kodim0502/JU dan
atau bergabung dengan satuan
TNI/unsur lain, maka diperlu-
kan dukungan komunikasi di
masing-masing unsur pelaksana
dan dengan pengendalian yang
terpusat maupun tersebar sesuai
situasi dan kondisi tugas di la-
pangan, serta adanya kesatuan
komando dari semua satuan
yang terlibat. Komando dan pe-
ngendalian penanggulangan
bencana alam di darat dapat di-
lakukan oleh pejabat TNI dari
tingkat Panglima TNI sampai
dengan pejabat setingkat Dan-
dim, sesuai dengan tingkatan
skala bencana alam pada skala
nasional maupun berskala lokal/
daerah. Sedangkan Satgas yang
berada di Garnisun 02/Jakarta
Utara berada dibawah kendali
langsung Dandim 0502/JU, di
mana Dandim selaku komandan
kewilayahan.
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Kondisi tahap tanggap daru-
rat sesuai dengan tingkatan ben-
cana, maka peran komando dan
pengendaliannya dilimpahkan
kepada Pangdam Jaya/danrem
052/Danim 0502, atau ditunjuk
oleh Panglima TNI atas perintah
Presiden RI dan atau Dankowil
di daerah bencana. Sehingga
rentang komandonya akan jelas
serta tegak lurus dan pengen-
daliannya lebih efektif, apa lagi
Satgas Miiter dan di dalamnya
ada kekuatan militer asing. Bila
dalam kondisi pada tahan pra
bencana alam dan pasca benca-
na alam, yang masih punya wak-
tu sela/ waktu lebih panjang un-
tuk berkoordinasi, maka masih
dapat dipimpin oleh Kepala dari
isnstitusi sipil. Koops yang bersi-
fat taktis, maka bantuan Satgas
TNI kepada Pemda dalam pe-
nanggulangan bencana skala
nasional berada pada masing-
masing Dansatgas. Satgas PRC
PB TNI AD pengendaliannya
berada dibawah kendali Pangli-
ma TNI, sedangkan kendali ope-
rasional bantuan Satgas TNI ke-
pada Pemda dalam penang-
gulangan bencana alam skala
nasional tanggung jawab Dansat
PRC PB TNI AD. Kendali opera-
sional bantuan Satgas TNI kepa-
da Pemda dalam penanggulang-
an bencana alam skala daerah
tanggung jawab Pangdam. Pe-
laksanaan latihan Satgas PRC PB
TNI AD dilaksanakan secara ter-
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padu dengan unsur lain, secara
bertahap, bertingkat dan berlan-
jut serta berkesinambungan se-
panjang tahun program satuan
dengan memadukan program
kerja dari pemerintah Pusat/
Daerah. Pelaksanaan latihan
puncak Satgas PRC PB TNI AD,
dikoordinir oleh Dankodiklat TNI
AD untuk tingkat nasional, oleh
Danrindam untuk tingkat pro-
vinsi/kota. Untuk memudahkan
komunikasi antar organisasi
yang ada di BPBD, maka diper-
lukan BPBD kota membentuk
Kantor Sekretariat, dan setiap
saat operasional untuk memu-
dahkan komunikasi.

Untuk itu maka Kodal ter-
padu perlu didirikan, merupa-
kan sarana yang dipergunakan
oleh unsur pimpinan untuk me-
nentukan sejauh mana pelaksa-
naan tugas dapat dilaksanakan,
terutama tugas-tugas yang ber-
sifat darurat di lapangan memer-
lukan pelayanan yang cepat dan
efektip. Ada beberapa sarana
pengendalian yang diperlukan di
lapangan secara fisik tentunya,
seperti didirikannya Poskout,
Poskout serta beberapa TD, TB
dan Poslong. Untuk memudah-
kan melaksanankan hubungan
antara organisasi dan perorang-
an ke atas, ke bawah dan ke
samping sesuai dengan kepen-
tingan dan jalur komandonya,
maka setiap pos tersebut digelar
pusat komunikasi intern, dalam
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pusat komunikasi masing-ma-
sing unsur digelar jaring sistem
komunikasinya. Posko digelar
dilapangan dengan fungsi me-
ngendalikan Satgas untuk me-
nentukan gerakan atau cara
bertindak pasukan di lapangan.

Pelaksanaan Optimalisasi Ka-
pasitas Kowil dalam Berbagai
Tahapan ’
Optimalisasi Kapasitas pada
Tahap Pra Bencana

Dalam setiap program yang
dilaksanakan di Kodim, 0502/
JU, sebagai penjabaran dari tu-
gas Progja Korem 052/ WK,
maka dijabarkan dalam Progja
tahunan masing-masing Ko-
ramil. Pembuatan Progja meng-
gunakan hasil evaluasi tahun se-
belumnya, dalam proses peren-
canaan maka satuan membuat
rencana kemungkinan pelibatan
satuan dari beberapa perkiraan
yang akan terjadi dengan mem-
buat rencana koordinasi dengan
BNPB, BPBD dan instansi terkait.
Seperti penataan lingkungan hi-
jau di wilayah Jakarta, guna men-
jaga kebersihan udara, keindah-
an taman kota, menjaga keseim-
bangan air tanah dan menghin-
dari erosi tanah dimusim hujan,
maka pemerintah DKI menata
jalar hijau sesuai dengan Un-
dang-undang tentang Tata Ru-
ang Wilayah No. 26/2007. Ter-
utama dalam rangka memeliha-
ra kondisi lingkungan yang nya-

man bagi masyarakat dan untuk
menghindari terjadinya erosi
tanah di sekitar taman yang se-
bagian besar ada di 13 pinggiran
anak kali Ciiwung, kemudian
membuat pendangkalan sungai
sehingga memberi peluang po-
tensi banjir ke sepanjang jalan.
Dengan memahami tugas Pem-
prop/Kota Jakut, maka Kodim
memadukan programnya se-
hingga dapat ikut berpartisipasi
dalam menjaga lingkungan da-
lam proses mitigasi. Merencana-
kan kegiatan masing-masing Staf
sesuai dengan fungsi dan tataran

- kewenangannya, serta meren-

canakan program dan anggaran
yang digunakan pertahun ang-
garan. Untuk pembinaan per-
sonil maka merencanakan pe-
ningkatan kualitas dan kuantitas
personil dan merencanakan pe-
manfaatan sumber daya dan
potensi yang ada di Satgas, ins-
tansi pemerintah/non pemerin-
tah dan masyarakat di daerah
binaan, dengan materi dan kebu-
tuhan yang terkait di daerah bi-
naan, dengan materi terkait ke-
mungkinan terjadi bencana ban-
jir.

Persiapan dalam pra bencana
maka unsur Staf Kodim melak-
sanakan koordinasi dengan
BPBD dan instansi terkait, serta
memberikan arahan kepada un-
sur-unsur pelaksana di bawah-
nya tentang tugas dan ancaman
bencana yang akan dihadapi.
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Untuk rencana tugas maka me-
nyiapkan personel dan materiil
yang diperkirakan diperlukan,
dan menyiapkan kegiatan opera-
sional satuan yang akan di-
gunakan dalam penanggulang-
an bencana. Pemenuhan kuan-
titas personil diprioritaskan kepa-
da Satgas PRC PB, sedangkan
personil Kodim diprioritaskan
pada personil jabatan Babinsa,
dengan gelar minimal satu desa
satu pejabat Babinsa, terutama
pada 24 desa rawan bencana
banjir di Jakut. Menyiapkan dan
menghimpun sumber daya dan
potensi Satgas dan organisasi
lainnya, menyapkan daerah
pengungsian/Posko Kesehatan,
dan menyiapkan kemampuan
dengan melaksanakan latihan
awal bersifat dril dan latihan staf
dalam bentuk Geladi Posko I dan
II. Pada dasarnya pelaksanaan
dalam kegiatan pra bencana ada-
lah kegiatan kesiagaan dan tin-
dakan mitigasi yaitu kegiatan
satuan-satuan TNI dibantu oleh
instansi terkait dan partisipasi
masyarakat untuk melaksana-
kan kegiatan yang dapat me-
ngurangi kerugian yang lebih be-
sar akibat dari dampak bencana,
yang bersifat fisik dan non fisik.

Menentukan perencanaan
kegiatan yang dilaksanakan dan
selalu melakukan koordinasi
dengan Pemkot dan memadukan
dengan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di daerah masing-
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masing Satkowil dan satuan Non
Kowil, melalui Binter, terutama
melaksanakan kegiatan Bhakti
TNI dan Komsos dan dituangkan
dalam Renos. Melaksanakan la-
tihan simulasi BPBD bersama
masyarakat yang kemungkinan
terkena bencana guna meng-
evaluasi kemampuan, sistem,
Protap dan unsur lain yang di-
miliki, organisasi masa simpati-
san serta masyarakat. Dalam
simulasi maka setiap kelompok
diberikan studi kasus, dengan
cara memberikan sebuah atau
beberapa kasus manajemen un-
tuk memecahkan dan mendis-
kusikan di kelompok atau tim
masing-masing tim dalam Satgas
BPBD, guna saling berinteraksi
dengan anggota tim yang lain.
Guna pemahaman tentang
rencana kegiatan dan pember-
dayaan masyarakat, maka Sat-
gas bersama instansi terkait
melaksanakan kegiatan sosialisa-
si ke masyarakat di daerah yang
diperkirakan rawan terhadap
bencana. Dalam meningkatkan
kemampuan satuan, maka
mengatur dan mengendalikan
rencana pendidikan dan latihan
guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dengan me-
nyiapkan personel dari kualitas
dan kuantitas secara bertahap,
bertingkat, berlanjut dan berke-
sinambungan, melalui pelatihan
dari tingkat perorangan sampai
dengan tingkat satuan sesuai
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dengan Sisbinlat, Manajemen
Latihan, Nikgarlat dan Proglatsi
sepanjang tahun program satu-
an dengan materi penanggu-
langan bencana alam. Dengan
memanfaatkan waktu yang ada,
maka menyempurnakan data
tentang sumber daya dan poten-
si yang ada terkait penanggu-
langan bencana, yaitu menghim-
pun sumber dan potensi kemam-
puan yang ada di satuan/daerah
kemungkinan terjadi bencana,
dari potensi geografi, demografi
dan kondisi sosial. Guna meng-
evaluasi kinerja tim dalam BPBD
Kota Jakut dan PRC PB Kodim
0502/JU, serta validitas Protap-
protap yang ada, maka pada
waktu menjelang musim hujan
di bulan September-Oktober, di-
laksanakan Uji Siap Penang-
gulangan (USP) bencana alam
banjir, dengan memadukan pro-
gram dari Pemkot Jakut.

Peningkatan Kapasitas pada
Tahap Tanggap Darurat
Dalam kondisi tanggap daru-
rat, maka Dandim 0502/]JU se-
laku Dansatgas PRC PB segera
memberlakukan Rencana Opera-
si menjadi Perintah Operasi da-
lam tugas membantu penanggu-
langan bencana alam. Segera
merencanakan tindakan perki-
raan cepat tugas yang akan di-
laksanakan dan berkoordinasi
dengan BPBD serta instansi ter-
kait tingkat daerah pada kesem-

patan pertama. Untuk menge-
tahui sejauh mana tugas yang
akan dilaksanakan maka segera
mengirimkan Tim Aju guna me-
nentukan skala prioritas sasaran
dan penentuan rencana mobiisasi
dan penggelaran satuan PRC PB.
Menentukan lokasi dan disposisi
penempatan Posko, Titik Bekal
(TB) dan Titik Distribusi (TD), Pos
Pertolongan (Poslong PB) satuan-
satuan sesuai dengan kepen-
tingan tugas dan faktor keaman-
an personil dan materiil. Me-
nyusun rencana Pergeseran Pa-
sukan (Serpas) untuk pelaksa-
naan tugas ke daerah bencana,
melalui route jalan darat, mobil
udara (helly copter), sesuai pri-
oritas kesiapan alat angkut yang
tesedia di titik mutat masing-
masing. Mengkoordinir dan me-
rencanakan kegiatan penyaluran
bantuan untuk evakuasi dan
bantuan kemanusiaan, terutama
daerah-daerah yang dapat ter-
jangkau dan yang segera memer-
lukannya. Merencanakan tin-
dakan yang bersifat antisipatif
yang mungkin timbul dari dam-
pak bencana selanjutnya, mela-
lui tindakan rekontruksi sarana
dan prasarana atau melakukan
destruksi bangunan dan medan
yang menghambat/mengha-
langi pelaksanaan tugas di la-
pangan, sesuai aturan.
Mengorganisir tim-tim sesuai
dengan fungsi dan lokasi kejadi-
an serta melaksanakan kegiatan
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pergeseran pasukan sesuai de-
ngan skala prioritas penang-
gulangan bencana. Untuk mem-
perlancar komunikasi maka
mengaktifkan Siskom pada ja-
ring komunikasi intern dan eks-
tern Satgas, dan dengan instanti
terkait, sesuai dengan Protap Per-
hubungan yang telah di sepakati
bersama. Menyiapkan tindakan
bantuan penanggulangan ben-
cana alam yang akan dilaksana-
kan dan berkoordinasi dengan
BPBD serta instansi terkait ting-
kat pusat maupun daerah. Me-
nyiapkan kegiatan untuk melak-
sanakan tugas sesuai data dan
informasi yang telah terhimpun,
terutama tentang keterlibatan
badan SAR.

Kegiatan dalam tahap ini ada-
lah melaksanakan aksi penang-
gulangan dan penyelamatan
awal dengan, segera terhadap
korban bencana dengan segenap
kemampuan Satgas bersama ins-
tansi terkait, meliputi pelaksa-
naan pengkajian secara cepat
dan tepat melalui identifikasi ter-
hadap cakupan lokasi bencana,
jumlah korban bencana, keru-
sakan sarana dan prasarana,
gangguan terhadap fungsi pela-
yanan umum dan pemerintah
serta kemampuan sumber daya
alam dan buatan yang ada di wi-
layah binaan.

Mengendalikan dan meng-
koordinir tindakan bantuan ser-
ta mengendalikan SAR. Melak-

sanakan koordinasi dan konsoli-
dasi dengan BPBD tingkat pro-
vinsi/kota dengan melakukan
pengkajian secara cepat dan te-
pat terhadap lokasi bencana,
macam kerusakan dan sumber
daya yang ada untuk segera da-
pat dioperasikan. Melakukan
dan mengerahkan sumber daya
manusia, materiil dan logistik ke
lokasi bencana dengan cepat se-
suai kebutuhan, guna dapat
memberikan bantuan pada
kesempatan pertama. =
Menentukan titik pasti Pos—
kout dan menyiapkan Poskotis,
sesuai tingkatan satuan dengan
mengaktifkan semua sistem ko-
munikasi, serta memanfaatkan
sarana komunikasi daerah. Me-
nyiapkan Titik Bekal dan Titik
Distribusi disesuaikan dengan
situasi kondisi daerah bencana;
yaitu dengan melaksan: '
koordinasi pada instansi terkai
Menentukan dan menyiapka:
tempat penampungan, ~
mentara, baik untuk e
maupun pengun,
dan memberikan
hatan dan psyko
korban bencana secar
Melaksanakan p
dan pencatatan data
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terhadap korban bencana de-
ngan berkordinasi pada Unit/
SSK SAR di daerah bencana de-
ngan Basarnas dan Dephub. Me-
nyingkirkan atau memusnahkan
barang dan atau benda yang da-
pat membahayakan dan meng-
hambat proses penyelamatan,
dengan persetujuan pejabat dae-
rah dan instansi terkait. Melak-
sanakan kegiatan penyaluran
bantuan untuk penanggulangan,
evakuasi dan bantuan kemanu-
siaan. Melaksanakan rapat koor-
dinasi di Poskout/Poskotis pada
malam hari guna mengevaluasi
kegiatan yang telah dikerjakan
maupun tugas yang akan dilak-
sanakan pada tugas selanjutnya.
Melaksanakan tindakan bersifat
antisipatif yang timbul dari dam-
pak terjadinya bencana alam
yang mungkin timbul (seperti
berjangkitnya wabah penyakit)
pada situasi tanggap darurat,
melalui evakuasi masyarakat, re-
habiitasi daerah bencana secara
darurat.

Melakukan koordinasi terus
menerus dan membentuk tim ja-
ringan kerja dengan instansi ter-
kait untuk mendata dan me-
laporkan kegiatan meliputi; in-
formasi bencana, bantuan eva-
kuasi dan bantuan logistik pada
kesempatan pertama. Melaku-
kan pemberdayaan potensi
masyarakat yang ada untuk tu-
gas bantuan, terutama untuk
evakuasi, perawatan, pengung-

sian dan pendistribusian bekal
serta kesiapan dapur umum.
Memberikan penerangan, infor-
masi, penyuluhan dan motivasi
pada masyarakat umum dan
masyarakat yang tertimpa ben-
cana alam. Melaksanakan peng-
awasan dan pengendalian pada
setiap kegiatan yang dilakukan
semua unsur pelaksana di la-
pangan. Melaksanakan Kamtib-
mas di daerah bencana dengan
melibatkan unsur pengamanan
terkait dan masyarakat. Me-
nyusun dan mengorganisir kem-
bali personel dan materiil yang di-
gunakan dalam pelaksanaan tu-
gas, menghimpun data dan in-
formasi tentang kegiatan pe-
nanggulangan bencana alam.
Mengadakan pengecekan ter-
hadap semua hasil kegiatan ban-
tuan bencana alam dan melak-
sanakan tindakan yang bersifat
antisipaif terhadap kemung-
kinan bencana lain yang timbul.

Peningkatan Kapasitas pada
Tahapgll(’asca Bexll)cana :
Merencanakan koordinasi
dengan instansi terkait tingkat
pusat atau daerah tentang reha-
bilitasi dan rekonstruksi dampak
bencana, merencanakan dalam
mengorganisir kembali satuan
dan peralatan untuk kebutuhan
tugas rehabiitasi dan rekonstruk-
si. Merencanakan metode dan
materi kegiatan rehabiitasi dan
rekonstruksi akibat bencana
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yang timbul, dengan merencana-
kan prioritas kegiatan rehabilitasi
terhadap kerusakan fasilitas
umum yang terjadi, merencana-
kan pemberdayaan wilayah di
daerah bencana dalam rangka
ketahanan daerah melalui Binter,
dan merencanakan pembuatan
laporan kegiatan.
Melaksanakan koordinasi
dengan instansi terkait tingkat
pusat ataupun daerah tentang
rehabilitasi dan rekonstruksi
dampak bencana serta mengor-
ganisir kembali satuan dan per-
alatan untuk kebutuhan tugas
rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mempersiapkan kegiatan reha-
bilitasi dan rekonstruksi akibat
bencana yang mungkin akan
timbul, dengan mempersiapkan
prioritas kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi terhadap kerusakan
fasiitas umum yang terjadi Mem-
persiapkan pemukiman semen-
tara masyarakat untuk menda-
patkan rehabilitasi dan rekons-
truksi lanjutan sesuai rekomen-
dasi Pemprov Jakut.
Penyelenggaraan penanggu-
langan bencana pada tahap pas-
ca bencana pada dasarnya beru-
pa rehabiitasi dan rekonstruksi
daerah maupun korban, dapat
dilakukan dengan bantuan reha-
bilitasi. Tindakan rehabilitasi di-
laksanakan oleh Satgas PRC PB
dengan perkuatan satuan dari
Kodam Jaya dan instansi terkait,
dalam rangka memulihkan ke-

hidupan sosial masyarakat dan
masih bersifat darurat/ terbatas,
sambil menunggu program selan-
jutnya, yaitu program jangka
panjang pemerintah.
Melaksanakan rehabilitasi
baik fisik maupun non fisik dan
rekonstruksi sesuai skala priori-
tas akibat dampak bencana. Ban-
tuan rehabiitasi pisik meliputi;
perbaikan lingkungan daerah
bencana. Perbaikan lingkungan
daerah bencana dilaksanakan
dalam rangka memperlancar ak-
tivitas masyarakat dan untuk
menghindari terjadinya penye-
baran wabah penyakit akibat
bencana, diantaranya meliputi
saluaran air, jalan dan fasilitas
penerangan/listrik dan per-
baikan sarana dan prasarana
umum. Perbaikan sarana dan
prasarana umum dalam rangka
menunjang tetap berlangsung-
nya aktivitas masyarakat dan pe-
merintah, yang meliputi per-
baikan sekolah, tempat ibadah,
rumabh sakit, jalan, jembatan, ser-
ta fasiitas perkantoran.
Pemberian bantuan tempat
tinggal dan melakukan pem-
buatan tenda sementara akibat
bencana alam dalam bentuk
darurat untuk tempat tinggal se-
mentara pada tahap tanggap
darurat, serta pemukiman kem-
bali dengan rumah semi per-
manen pada tahan pasca benca-
na alam. Menyelenggarakan pe-
layanan masyarakat dalam
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bidang penyiapan dapur umum,
pelayanan kesehatan. Pemulihan
keamanan dan ketertiban masya-
rakat, membantu tugas kepoli-
‘sian dengan menyelenggarakan
patroli bersama dan menyiapkan
Pos Terpadu/Kamling pada
daerah rawan Kamtibmas. Ban-
tuan rehabiitasi non fisik meliputi
pemulihan psikologis sosial
masyarakat, dengan cara mem-
bantu pemerintah dan instansi
terkait dalam rangka memulih-
kan kondisi psikologi masyarakat
(depresi) yang tertimpa bencana,
danrekonsiliasi dan resolusi kon-
flik. Membantu pemeritah dan
masyarakat dalam mengatasi
konflik saat bencana dan pasca
bencana, diantaranya masalah
tanah, pembagian hak waris/
penyelesaian administrasi pe-
mukiman dan bantuan sosial.
Pemulihan sosial, ekonomi dan
budaya dengan membantu pe-
merintah dan masyarakat dalam
pemulihan kehidupan ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat.

Kesimpulan

Bencana banjir sering terjadi
di wilayah DKI Jakarta/Jakarta
Utara adalah banjir di musim
hujan dan banjir kiriman dari
daerah Bogor akibat meluapnya
13 aliran sungai dari sungai Cili-
wung. Dampak dari peristiwa-
peristiwa bencana alam tersebut
banyak menimbulkan kerugian
fisik dan non fisik, harta dan ben-

da dari masyarakat, serta sara-
na dan prasarana pemerintah
yang dapat mempengaruhi situ-
asi dan kondisi di daerah Jakar-
ta dan nasional. Berpengaruh
pula pada sektor keamanan dan
ketertiban masyarakat, kesehat-
an, kelaparan, pendidikan, per-
ekonomian dan kondisi sosial
budaya masyarakat, yang mua-
ranya akan dapat melemahkan
ketahanan dan pertahanan
masyarakat.

Komponen utama dalam pe-
nanggulangan bencana adalah
peran dari organisasi BNPB dan
BNPB Pemprov Pemkot Jakut
yang didalamnya melibatkan
Satgas PRC PB dari Kowil/Ko-
dim 0502 /JU. Dari hasil evalua-
si beberapa kejadian bencana
alam dan pelaksanaan penang-
gulangannya di wilayah, dirasa-
kan belum maksimal dilaksana-
kan oleh pemerintah dan kom-
ponen lainnya. Hasil studi yang
dilaksanakan di Kodim 0502/]JU,
membuktikan bahwa penyebab
belum optimalnya Kowil dalam- -
penanggulangan bencana di da-
rat adalah karena organisasi Sat-
gas Kowil, yang didalamnya ada
Satgas PRC PB belum tertata tu-
gas dan tataran kewenangan-
nya, organisasi di BPBD belum
solid, bergerak sendiri sendiri se-
suai program masing-masing,
sehingga korban dan dampak
bencana menjadi semakin ber-
tabah dan memberikan beban
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pada masyarakat di wilayah
Jakarta dan sekitarnya.

Kodim 0502/JU sebagai bagi-
an dari Komponen Utama Per-
tahanan mempunyai tugas dan
tanggungjawab yang utama un-
tuk melakukan penanggulangan
bencana, evakuasi dan bantuan
kemanusiaan, karena merupa-
kan tugas pokoknya dalam Ope-
rasi Miiter Selain Perang (OMSP).
Untuk dapat melaksanakan tu-
gasnya dengan baik dan benar,
maka diperlukan peran, tataran
kewenangan dan mekanisme
dalam organisasi yang terstruk-
tur. Organisasi yang terstruktur
mulai dari Satgaslinmas yang ada
di desa, PRC PB tingkat Kodim
sampai dengan Satgas PRC PB
tingkat pusat di TNI AD/TNI,
dalam organisasi BNPB pusat
dan organisasi BPBD Pemprov
DKI Jaya dan Pemkot Jakarta
Utara.

Pemerintah pusat, daerah dan
Satuan TNI jajaran Garnisun
Ibukota Jakarta, yang tergabung
dalam BNPB dan BPBD perlu
tanggap dengan cepat menyi-
kapi untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat, dengan me-
lakukan tindakan pengungsian
dan pemberian bantuan kemanu-
siaan, sehingga situasi dan kon-
disi daerah jakarta segera dapat
kondusif kondisinya. Kondisi ke-
siapan Satgas Kowil dan Satgas
PRC PB saat ini cukup berperan,
tetapi hasil yang dicapai kurang
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optimal, hal tersebut terjadi ten-
tunya akibat dari kendala yang
ada di dalam maupun diluar
satuan, seperti keterbatasan ke-
mampuan, kekuatan dan gelar
Satgas Kowil di wilayah DKI
Jakarta, serta keterbatasan sara-
na dan prasarana penunjang
didalamnya penak operasi. Un-
tuk dapat berperan dengan baik
membantu Pemprov DKI Jaya/
Pemkot Jakut dalam memberda-
yakan masyarakat di darat, ma-
ka diperlukan peran para pim-
pinan, prajurit untuk mengopti-
malkan tugas satuan Kowil da-
lam melaksanakan penanggu-
langan bencana mulai tahap pra
bencana, tanggap darurat dan
pasca bencana. Dalam kondisi
status tanggap darurat bencana

alam maka diperlukan kece-

patan, ketanggapsegeraan se-
mua jajaran Kowil yang daerah-
nya tertimpa bencana.

Dalam penugasan sering ter-
jadi keterlambatan, kondisi terse-
but banyak diakibatkan oleh ke-
terbatasan sarana angkutan, dan
pada sisi lain akibat dari lemah-
nya Kodal yang ada di BPBD,
karena masih bergerak sektoral
pada fungsinya masing-masing,.
Kendala-kendala tersebut menja-
di saran masukan kepada peng-
ambil kebijakan di tingkat atas,
sehingga peran Kowil dan Satgas
PRC PB yang merupakan bagi-
an dari organisasi BPBD dapat
melaksanakan tugas dan tang-

SR EE
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gung jawabnya dengan baik dan
benar. Kodim 0502 /JU saat ini
kurang optimal dalam penang-
gulangan bencana alam di wi-
layah Jakarta Utara, karena be-
berapa kendala teknis, keter-
batasan kuantitas personil, sara-
na pendukung yang terjadi da-
lam organisasi BPBD dan Satgas
PRC PB. Pada program kedepan
menjadi prioritas pemerintah
pusat dan daerah untuk me-
ningkatkan kuantitas dan kuali-
tas Komponen Pertahanan dan
Keamanan, untuk tugas meng-
atasi ancaman nir militer, di
dalamnya bencana alam menja-
di ancaman yang faktual di
wilayah Indonesia, khusunya
bencana banjir di wilayah Jakar-
ta. Ancaman militer, apalagi mi-
liter asing, kecil kemungkinannya
dalam beberapa tahun kedepan,
sehingga pengerahan Alat utama
sistem senjata (Alutsista), Pustur
TNI/TNI AD difokuskan pada
ancaman nir militer..
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